SALINAN

EEEASSS

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3244);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun
2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 106);

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14 /D, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 46);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Madiun.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan

Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah
Rp1.200.275.072.209 (satu triliun dua ratus miliar dua ratus
tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan
rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan

Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
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a. Pendapatan Daerah Rp1.100.275.072.209
b. Belanja Daerah Rp1.200.275.072.209
defisit (Rp100.000.000.000)
c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan Rp 100.000.000.000
2. pengeluaran Rp 0
pembiayaan netto Rp 100.000.000.000
sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp 0.
Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp1.100.275.072.209 (satu triliun seratus
miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu
dua ratus sembilan rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah; dan

b. pendapatan transfer.

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar
Rp285.500.261.209 (dua ratus delapan puluh lima miliar
lima ratus juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus
sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp138.994.500.000 (seratus tiga
puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat
juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp130.529.977.940 (seratus
tiga puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat
puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp14.433.092.969 (empat belas miliar empat ratus
tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus
enam puluh sembilan rupiah).
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(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp1.542.690.300 (satu miliar lima ratus empat puluh dua

juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b direncanakan sebesar Rp814.774.811.000 (delapan
ratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta
delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antardaerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp747.915.741.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar
sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp66.859.070.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus

lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp1.200.275.072.209 (satu triliun dua ratus miliar dua
ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus
sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal; dan

c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp1.059.993.938.950,24
(satu triliun lima puluh sembilan miliar sembilan ratus
sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan
ribu sembilan ratus lima puluh rupiah dua puluh empat

sen) yang terdiri atas:
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belanja pegawai;

o p

belanja barang dan jasa;

c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp483.497.707.697,99 (empat
ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh
tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan
puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp515.011.875.072,25 (lima ratus lima belas miliar sebelas
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua
rupiah dua puluh lima sen).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp27.860.583.953 (dua puluh tujuh
miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan
puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp33.523.772.227 (tiga puluh
tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh

puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rpl132.657.442.486,5
(seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh
juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan
puluh enam rupiah lima sen) yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin;

b. belanja modal gedung dan bangunan;
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c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp38.141.644.933,5 (tiga puluh delapan miliar seratus
empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu
sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima sen).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp40.745.439.302 (empat puluh miliar tujuh ratus empat
puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga
ratus dua rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp51.771.093.151 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh
puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh
satu rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp1.222.835.100 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp776.430.000 (tujuh
ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu

rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c direncanakan sebesar Rp7.623.690.772,26 (tujuh miliar
enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu

tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang terdiri
atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.
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Pasal 12

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar
Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang terdiri atas
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang
selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun

Anggaran 2025.
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(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
dilakukan setelah Perubahan APBD atau dalam hal
Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

terdiri atas:

a. Lampiranl Ringkasan APBD yang diklasifikasikan
menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;
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c. Lampiran [l Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan beserta Hasil, dan Subkegiatan
beserta Subkeluaran;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja  Daerah  untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah/Rencana Pembangunan Daerah
dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi = Program, Kegiatan dan
Subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dengan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan
Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas
Kabupaten/Kota;

j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset lain-lain;

n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun  Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
yang Direncanakan;

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 17

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN an. Sekretaris Daerah

TAHUN 2024 NOMOR 3/A ub.
Kepala Bagian Hukum,

E.I.'—-' .
Ilka Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 284-15/2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Setrtifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

[. UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tertuang dalam BAB V
terkait Penetapan APBD pada Bagian Kesatu tentang Penyampaian dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam
puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Secara garis besar,
penyusunan APBD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu:
1. penyusunan Kebijakan Umum APBD;
2. penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
4. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
5. penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran
APBD; dan
6. evaluasi serta penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Pelaksanaan APBD dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah
dapat dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Peraturan Kepala Daerah tentang
APBD hanya terbatas untuk melakukan belanja Daerah yang bersifat
mengikat dan wajib, dengan nilai setinggi-tingginya sebesar angka

pengeluaran pada APBD tahun anggaran sebelumnya.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 285.500.261.209,00
4.1.01 Pajak Daerah 138.994.500.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 130.529.977.940,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.433.092.969,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.542.690.300,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 814.774.811.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 747.915.741.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 66.859.070.000,00
Jumlah Pendapatan 1.100.275.072.209,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.059.993.938.950,24
5.1.01 Belanja Pegawai 483.497.707.697,99
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.011.875.072,25
5.1.04 Belanja Subsidi 100.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 27.860.583.953,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 33.523.772.227,00
5.2 BELANJA MODAL 132.657.442.486,50
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.141.644.933,50
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.745.439.302,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 51.771.093.151,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.222.835.100,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 776.430.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.623.690.772,26
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7.623.690.772,26
Jumlah Belanja 1.200.275.072.209,00
Total Surplus/(Defisit) -100.000.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 100.000.000.000,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 100.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 100.000.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:20:50
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pembiayaan Netto 100.000.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:20:50 Halaman 2
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RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 15

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN 2024

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan _ _ Transfe .
Operasi Modal Tidak Terduga ; Jumlah Belanja
1 R N AACAR 114.820.044.000,00 | 610.860.500.054,31 | 1002709241420 000 | o000 | 171314331963
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 | 230.927.129.126,00 8.688.788.618,00 0,00 0,00 239'615'917'744’8
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 0,00 | 203.504.066.324,00 | 5.766.571.420,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0001 SDN 01 Kartoharjo 0,00 382.670.000,00 69.670.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0002 SDN 02 Kartoharjo 0,00 206.218.000,00 7.352.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0004 SDN 01 Klegen 0,00 386.191.200,00 91.288.800,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0005 SDN 02 Klegen 0,00 191.236.000,00 24.134.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0006 SDN 03 Klegen 0,00 443.720.400,00 30.639.600,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0007 SDN 04 Klegen 0,00 156.719.000,00 19.051.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0008 SDN Oro Oro Ombo 0,00 255.524.000,00 40.876.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0009 SDN 01 Rejomulyo 0,00 255.335.000,00 18.625.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0011 SDN 01 Kanigoro 0,00 134.345.000,00 12.325.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0012 SDN 02 Kanigoro 0,00 192.747.400,00 40.052.600,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0013 SDN 03 Kanigoro 0,00 235.090.000,00 15.920.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0014 SDN Sukosari 0,00 140.020.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0015 SDN Pilangbango 0,00 336.130.000,00 47.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0016 SDN 01 Tawangrejo 0,00 214.740.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0017 SDN 02 Tawangrejo 0,00 133.830.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0018 SDN Kelun 0,00 214.304.000,00 28.636.000,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . _ Transfe .
Operasi Modal Tidak Terduga ; Jumlah Belanja
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0019 SDN 01 Manguharjo 0,00 307.310.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0020 SDN 01 Nambangan Lor 0,00 357.870.000,00 75.900.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0021 SDN 02 Nambangan Lor 0,00 184.764.000,00 45.306.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0022 SDN 01 Madiun Lor 0,00 198.460.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0023 SDN 02 Madiun Lor 0,00 145.038.318,00 21.431.682,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0024 SDN 03 Madiun Lor 0,00 663.455.900,00 83.844.100,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0025 SDN 04 Madiun Lor 0,00 383.020.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0026 SDN 05 Madiun Lor 0,00 617.631.000,00 69.939.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0027 SDN 01 Nambangan Kidul 0,00 240.030.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0028 SDN 02 Nambangan Kidul 0,00 157.661.000,00 41.479.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0029 SDN 03 Nambangan Kidul 0,00 392.880.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0031 SDN 01 Winongo 0,00 415.730.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0032 SDN 02 Winongo 0,00 140.641.000,00 8.249.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0033 SDN Ngegong 0,00 238.983.000,00 35.787.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0034 SDN Patihan 0,00 309.195.000,00 61.965.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0035 SDN 01 Pangongangan 0,00 449.340.000,00 41.850.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0037 SDN Sogaten 0,00 240.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0038 SDN 01 Taman 0,00 674.688.000,00 80.472.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0039 SDN 02 Taman 0,00 148.354.000,00 7.616.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0040 SDN 03 Taman 0,00 150.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0041 SDN 01 Pandean 0,00 400.992.000,00 52.188.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0042 SDN 02 Pandean 0,00 369.487.000,00 88.193.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0043 SDN Banjarejo 0,00 513.820.000,00 112.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0044 SDN 01 Mojorejo 0,00 186.423.000,00 33.687.000,00 0,00 0,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:22:40 Halaman 2
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . _ Transfe .
Operasi Modal Tidak Terduga ; Jumlah Belanja
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0045 SDN 02 Mojorejo 0,00 510.219.500,00 152.750.500,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0046 SDN 01 Manisrejo 0,00 372.860.000,00 68.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0047 SDN 02 Manisrejo 0,00 345.870.000,00 87.660.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0048 SDN 03 Manisrejo 0,00 230.050.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0049 SDN 04 Manisrejo 0,00 272.560.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0050 SDN 01 Demangan 0,00 189.150.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0051 SDN 02 Demangan 0,00 200.422.400,00 20.497.600,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0052 SDN 01 Josenan 0,00 246.457.800,00 17.272.200,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0053 SDN 02 Josenan 0,00 205.470.000,00 20.010.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0054 SDN 03 Josenan 0,00 155.500.000,00 9.380.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0055 SDN Kejuron 0,00 124.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0056 SDN Kuncen 0,00 161.881.100,00 13.738.900,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0057 SMPN 1 0,00 1.088.875.184,00 137.924.816,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0058 SMPN 2 0,00 1.220.560.000,00 60.090.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0059 SMPN 3 0,00 857.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0060 SMPN 4 0,00 1.181.590.000,00 90.450.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0061 SMPN 5 0,00 682.710.000,00 54.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0062 SMPN 6 0,00 901.710.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0063 SMPN 7 0,00 1.090.596.600,00 164.443.400,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0064 SMPN 8 0,00 741.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0065 SMPN 9 0,00 655.560.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0066 SMPN 10 0,00 751.273.000,00 116.487.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0067 SMPN 11 0,00 1.023.890.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0068 SMPN 12 0,00 762.644.000,00 140.586.000,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga ; Jumlah Belanja
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0069 SMPN 13 0,00 1.053.120.000,00 67.560.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0070 SMPN 14 0,00 407.100.000,00 21.550.000,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0071 TK Pembina 0,00 223.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 113.874.044.000,00 | 248.870.933.049,15 | 28.599.287.556,00 000 | o000 | 277A470.2200051
1 |02 | 1.022.14.0.00.03.0000 | DinasKesehatan, Pengendalian Penduduk dan 113.874.044.000,00 | 130.030.409.450,15 | 2.077.968.450,00 0,00 0,00 0,00
Keluarga Berencana
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun 0,00 | 102.105.604.299,00 | 25.700.195.406,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0002 Puskesmas Manguharjo 0,00 2.753.816.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0003 Puskesmas Ngegong 0,00 2.438.015.000,00 133.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0004 Puskesmas Sukosari 0,00 2.737.153.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0005 Puskesmas Tawangrejo 0,00 2.587.229.000,00 146.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0006 Puskesmas Banjarejo 0,00 3.273.485.300,00 158.943.700,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.2.14.0.00.03.0007 Puskesmas Demangan 0,00 2.945.221.000,00 207.480.000,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 106.813.130.705,1
1 03 UMUM DAN PENATAAN RUANG 755.000.000,00 42.705.949.472,10 | 64.107.181.233,00 0,00 0,00 0
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 755.000.000,00 42.705.949.472,10 | 64.107.181.233,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
1 04 DAN KAWASAN PERMUKIMAN 191.000.000,00 32.389.625.837,00 4.730.722.735,00 0,00 0,00 | 37.120.348.572,00
1 04 | 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 191.000.000,00 32.389.625.837,00 | 4.730.722.735,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 27.096.730.695,00 139.885.000,00 0,00 0,00 | 27.236.615.695,00
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 ig‘b“;(r;;c:m Pamong Praja dan Pemadam 0,00 | 22.687.298.992,00 83.455.000,00 0,00 0,00 0,00
1 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 4.409.431.703,00 56.430.000,00 0,00 0,00 0,00
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 28.870.140.875,06 5.059.000,00 0,00 0,00 | 28.875.199.875,06
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1 | 06 | 1.06.2.08.0.00.02.0000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 0,00 | 28.870.140.875,06 5.059.000,00 0,00 0,00 0,00
Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 142.835.150.790,5
2 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.999.446.340,00 | 132.983.169.404,50 | 9.851.981.386,00 0,00 0,00 5
2 |o7 EES?AAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 9.900.000,00 | 12.760.198.752,00 |  336.023.763,00 0,00 0,00 | 13.096.222.515,00
2 | 07 | 2.07.2.17.3.31.10.0000 ,\Dﬂ'gggng;‘aga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan 9.900.000,00 | 12.760.198.752,00 |  336.023.763,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |os PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 |  1.800.044.382,50 0,00 0,00 0,00 | 1.800.044.382,50
PERLINDUNGAN ANAK
2 | 08 | 1.06.2.08.0.00.02.0000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 0,00 | 1.800.044.382,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Perlindungan Anak
2 | o9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 90.432.000,00 |  7.603.134.318,00 114.999.330,00 0,00 0,00 | 7.718.133.648,00
2 09 | 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 90.432.000,00 7.603.134.318,00 114.999.330,00 0,00 0,00 0,00
2 |10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 715.855.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 885.855.000,00
2 10 | 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 715.855.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 |11 EIFB%‘T;AN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 200.000.000,00 | 24.555.782.136,00 | 2.434.253.988,00 0,00 0,00 | 26.990.036.124,00
2 |11 | 2.11.0.00.0.00.05.0000 | Dinas Lingkungan Hidup 200.000.000,00 | 24.555.782.136,00 | 2.434.253.988,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 | 8.231.425.988,00 | 514.750.000,00 0,00 0,00 | 8.746.175.988,00
PENCATATAN SIPIL
2 12 | 2.12.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 8.231.425.988,00 514.750.000,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 | 4.971.612.600,00 0,00 0,00 0,00 | 4.971.612.600,00
BERENCANA
2 |14 | 1.02.2.14.0.00.03.0000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 0,00 |  4.971.612.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |15 PERHUBUNGAN 3.799.114.340,00 | 23.142.302.175,00 |  913.352.731,00 0,00 0,00 | 24.055.654.906,00
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2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan 3.799.114.340,00 | 23.142.302.175,00 |  913.352.731,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI
2 |16 TR 0,00 | 25.612.840.153,00 | 3.002.500.000,00 0,00 0,00 | 28.615.340.153,00
2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 | 25.612.840.153,00 | 3.002.500.000,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2 |17 USAHA KEGIL DAN MENENGAM 0,00 910.090.782,00 0,00 0,00 0,00 |  910.090.782,00
2 |17 | 207.2.17.3.31.10.0000 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan 0,00 910.090.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menengah
2 |18 ﬁ%%iﬁ“‘ PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 000| 652583560600 | 162.555.060,00 0,00 0,00 | 6.688.390.666,00
2 | 18 | 2.18.3.32.0.00.06.0000 g;;isp'?n‘iﬂa”ama” Modal dan Pelayanan Terpadu 000 | 6.525.835.606,00 | 162.555.060,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
2 |19 R A GA 000 | 6.433.251.863,00 | 244.252.000,00 0,00 0,00 | 6.677.503.863,00
2 | 19 | 2.22.2.19.3.26.04.0000 g‘lgﬁSR';zg“dayaa”' Pariwisata, Kepemudaan dan 000 | 6.433.251.863,00| 244.252.000,00 0,00 0,00 0,00
2 |20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 |  125.000.000,00
2 20 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 183.570.000,00 6.430.000,00 0,00 0,00 |  190.000.000,00
2 21 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 183.570.000,00 6.430.000,00 0,00 0,00 0,00
2 |22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 900.000.000,00 |  2.350.127.000,00 0,00 0,00 0,00 | 2.350.127.000,00
2 | 22 | 2.22.2.19.3.26.04.0000 g'l’;ffR';Zg“dayaa”' Pariwisata, Kepemudaan dan 900.000.000,00 |  2.350.127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |23 i NUIAAN 000 | 6.381.951.344,00 | 1.952.864.514,00 0,00 0,00 | 8.334.815.858,00
2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 000 | 6.381.951.344,00 | 1.952.864.514,00 0,00 0,00 0,00
2 |24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 680.147.305,00 0,00 0,00 0,00 |  680.147.305,00
2 24 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 680.147.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.629.000.000,00 | 32.804.159.007,00 | 2.796.943.820,00 0,00 0,00 | 35.601.102.827,00
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3 |25 AN SERIKANAN 0,00 959.561.000,00 0,00 0,00 0,00 | 959.561.000,00
3 25 | 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 959.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 000 | 862499535800 | 155.406.000,00 0,00 0,00 | 8.780.401.358,00
3 | 26 | 2.22.2.19.3.26.04.0000 g'l’;ffR';Zg“dayaa”' Pariwisata, Kepemudaan dan 000 | 862499535800 | 155.406.000,00 0,00 0,00 0,00
3 |27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0,00 | 4.870.845.920,00 | 2.295.332.660,00 0,00 0,00 | 7.166.178.580,00
3 | 27 | 2.09.3.27.3.25.02.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 | 4.870.845.920,00 | 2.295.332.660,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 |30 i A 4.629.000.000,00 | 16.752.476.729,00 |  346.205.160,00 0,00 0,00 | 17.098.681.889,00
3 | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perdagangan 4.629.000.000,00 | 16.752.476.729,00 |  346.205.160,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 |31 ARSI 0,00 | 1.596.280.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.596.280.000,00
3 |31 |207.217.331.100000 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan 0,00 | 1.596.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menengah
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 | 94.856.797.403,43 | 6.228.568.157,50 0,00 0,00 101'085'365'560'3
4 | o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 | 49.746.002.638,00 | 5.942.890.510,00 0,00 0,00 | 55.688.893.148,00
4 |01 |4.010.0000001.0001 | Bagian Pemerintahan 0,00 | 3.015.745.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |01 |4.01.0.0000001.0002 | Bagian Organisasi 0,00 | 2.218.830.600,00 9.657.000,00 0,00 0,00 0,00
4 |01 |401.0.0000001.0003 | Bagian Hukum 000 | 2757.995.439,00 | 203.339.235,00 0,00 0,00 0,00
4 |o1|4010000.0001.0004 | BagianPengadaan Barang/Jasa dan Administrasi 0,00 | 1.613.406.451,00 | 197.953.650,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 0,00 4.273.521.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |01 |401.0.0000001.0006 | Bagian Umum 0,00 | 35.866.503.485,00 | 5.531.940.625,00 0,00 0,00 0,00
4 |02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 | 45.110.794.76543 | 285.677.647,50 0,00 0,00 | 45.396.472.412,93
4 |02 |4.020.00.000.01.0000 | Sekretariat DPRD 0,00 | 45.110.794.76543 |  285.677.647,50 0,00 0,00 0,00
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7.623.690.772,2
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 972.463.081.869,00 | 86.014.246.360,00 338.707.170,00 : 0,00 | 93.976.644.302,26
5 | o1 PERENCANAAN 0,00 | 10.496.073.074,00 56.000.610,00 0,00 0,00 | 10.552.073.684,00
5 |01 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 EZifghpere”ca“aa”' Penelitian dan Pengembangan 0,00 | 10.496.073.074,00 56.000.610,00 0,00 0,00 0,00
5 |02 KEUANGAN 972.363.081.869,00 | 61.588.782.449,00 235.225.200,00 7'623'690'772'g 0,00 | 69.447.698.421,26
7.623.690.772,2
5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 833.368.581.869,00 | 47.812.412.129,00 210.390.000,00 : 0,00 0,00
5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | Badan Pendapatan Daerah 138.994.500.000,00 | 13.776.370.320,00 24.835.200,00 0,00 0,00 0,00
5 |03 KEPEGAWAIAN 100.000.000,00 |  9.135.843.260,00 47.481.360,00 0,00 0,00 | 9.183.324.620,00
5 |03 |5035.04.00001.0000 | BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber 100.000.000,00 9.135.843.260,00 47.481.360,00 0,00 0,00 0,00
Daya Manusia
5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 3.022.354.448,00 0,00 0,00 0,00 | 3.022.354.448,00
5 | 04 | 5.03.5.04.00001.0000 | BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber 0,00 3.022.354.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daya Manusia
5 |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 1.771.193.129,00 0,00 0,00 0,00 | 1.771.193.129,00
5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 gzgf‘;‘hperenca”aa”' Penelitian dan Pengembangan 000 | 1.771.193.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 | 12.826.901.330,00 183.480.570,00 0,00 0,00 | 13.010.381.900,00
6 | o1 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 | 12.826.901.330,00 183.480.570,00 0,00 0,00 | 13.010.381.900,00
6 |01 |6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah 0,00 | 12.826.901.330,00 183.480.570,00 0,00 0,00 0,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.363.500.000,00 | 71.777.503.609,00 | 6.307.863.561,00 0,00 0,00 | 78.085.367.170,00
7 |o1 KECAMATAN 3.363.500.000,00 | 71.777.503.609,00 | 6.307.863.561,00 0,00 0,00 | 78.085.367.170,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Manguharjo 1.026.000.000,00 | 16.051.852.162,00 | 1.060.607.000,00 0,00 0,00 0,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | Kelurahan Manguharjo 0,00 924.579.500,00 102.915.000,00 0,00 0,00 0,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | Kelurahan Sogaten 0,00 823.825.690,00 101.519.100,00 0,00 0,00 0,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | Kelurahan Patihan 0,00 716.208.400,00 107.490.000,00 0,00 0,00 0,00
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7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Ngegong 0,00 649.336.500,00 107.440.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Winongo 0,00 916.225.000,00 107.990.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Madiun Lor 0,00 1.005.287.800,00 104.665.000,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Pangongangan 0,00 770.713.070,00 107.990.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Nambangan Lor 0,00 1.451.435.400,00 122.290.000,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Nambangan Kidul 0,00 1.187.442.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo 1.115.000.000,00 15.523.510.540,00 690.983.880,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Oro-Oro Ombo 0,00 967.162.700,00 163.531.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Sukosari 0,00 562.518.203,00 148.441.310,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Klegen 0,00 1.060.932.503,00 204.330.000,00 0,00 0,00 0,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Rejomulyo 0,00 908.779.612,00 267.700.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Pilangbango 0,00 644.323.900,00 153.376.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tawangrejo 0,00 644.740.775,00 149.288.825,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Kanigoro 0,00 1.101.527.200,00 185.315.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Kartoharjo 0,00 860.083.600,00 182.172.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kelun 0,00 663.366.500,00 152.534.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman 1.222.500.000,00 16.002.611.843,00 778.908.090,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Mojorejo 0,00 1.142.837.200,00 207.340.352,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pandean 0,00 1.112.626.750,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Banjarejo 0,00 851.522.170,00 100.660.472,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Kuncen 0,00 347.871.168,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Manisrejo 0,00 1.183.922.850,00 198.678.240,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kejuron 0,00 1.026.698.916,00 150.962.800,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Josenan 0,00 870.612.340,00 100.344.500,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga ; Jumlah Belanja
7 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Demangan 0,00 807.159.000,00 134.900.000,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Taman 0,00 997.789.558,00 195.490.992,00 0,00 0,00 0,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 17.870.652.782,00 678.973.680,00 0,00 0,00 | 18.549.626.462,00
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 17.870.652.782,00 678.973.680,00 0,00 0,00 | 18.549.626.462,00
8 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 17.870.652.782,00 678.973.680,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0003 SDN 03 Kartoharjo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0010 SDN 02 Rejomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0030 SDN 04 Nambangan Kidul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0036 SDN 02 Pangongangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.100.275.072.209,(()) 1.059.993.938.950,2 132.657.442.486,8 7.623.690.772,‘22s 0.00 0,00
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah, Pj. WALI KOTA MADIUN,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
[=]¥5¢ ] e
- EDDY SUPRIYANTO
E -
Ilka Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1.100.275.072.209,0

4 PENDAPATAN DAERAH 0
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 285.500.261.209,00
4.1.01 Pajak Daerah 138.994.500.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 130.529.977.940,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.433.092.969,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.542.690.300,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 814.774.811.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 747.915.741.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 66.859.070.000,00
BELANJA DAERAH
Urusan

Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.788.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.986.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:23:18

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Halaman 1




KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 2.814.570.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.314.200,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.718.185.800,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.426.200,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 228.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.998.246.250,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.813.744,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.425.212.250,00

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.479.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.466.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 1.036.970.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan PAUD yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.032.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 3.878.820.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.050.426,00
5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.184.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 748.325.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 683.320.000,00
Program :1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Indikator Hasil

: Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan

Kegiatan

:1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.968.680,00

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.830.850,00

5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00

Kegiatan :1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Indikator Keluaran

: Persentase satuan Paud yang menetapkan kurikulum
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Sub Kegiatan

:1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Indikator Keluaran

: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 581.956.600,00
Program 1 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi

Kegiatan

:1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,

PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,

dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan

Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.312.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,

PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.300.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 199.200.000,00
Program :1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai SAKIP

Kegiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan kepegawaian

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.980.983,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 7.050.000.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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Indikator Keluaran

: Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 161.927.066.681,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.054.820.960,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.591.061.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.210.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.927.120,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:23:16

Halaman 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

208.674.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.075.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.347.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0001 SDN 01 Kartoharjo

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.070.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.470.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0002 SDN 02 Kartoharjo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.018.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.352.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0004 SDN 01 Klegen

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.391.200,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.288.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0005 SDN 02 Klegen

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 393.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.243.000,00
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.750.000,00

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

18.384.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0006 SDN 03 Klegen

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.598.400,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.522.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.016.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.623.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0007 SDN 04 Klegen

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.835.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.335.000,00

Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.884.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.716.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0008 SDN Oro Oro Ombo
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.980.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.670.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.350.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.544.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.856.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0009 SDN 01 Rejomulyo
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.135.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.500.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.125.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0011 SDN 01 Kanigoro

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.445.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.500.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 825.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0012 SDN 02 Kanigoro

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.347.400,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.052.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0013 SDN 03 Kanigoro
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.490.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.920.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0014 SDN Sukosari

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.940.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.300.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0015 SDN Pilangbango

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.730.000,00
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

47.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0016 SDN 01 Tawangrejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.650.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.890.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.700.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0017 SDN 02 Tawangrejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.630.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

55.200.000,00

Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0018 SDN Kelun

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.880.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.550.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16.110.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.424.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.976.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0019 SDN 01 Manguharjo
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.910.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
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Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0020 SDN 01 Nambangan Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.270.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.900.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0021 SDN 02 Nambangan Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.670.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.000.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.094.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.306.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0022 SDN 01 Madiun Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.860.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.250.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0023 SDN 02 Madiun Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.611.318,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.458.682,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.427.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.973.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0024 SDN 03 Madiun Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.055.900,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

57.100.000,00

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

26.744.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0025 SDN 04 Madiun Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 21.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.220.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.600.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0026 SDN 05 Madiun Lor

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.030.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.940.000,00

Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
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Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.601.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.999.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0027 SDN 01 Nambangan Kidul
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.430.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0028 SDN 02 Nambangan Kidul

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.582.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.113.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.045.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.966.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.434.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0029 SDN 03 Nambangan Kidul

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.080.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0031 SDN 01 Winongo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.130.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.750.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
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Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0032 SDN 02 Winongo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.241.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.249.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0033 SDN Ngegong

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.382.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.788.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.601.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.999.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0034 SDN Patihan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.595.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.965.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0035 SDN 01 Pangongangan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.140.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.700.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 34.150.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0037 SDN Sogaten

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.320.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
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Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0038 SDN 01 Taman

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.688.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.380.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 24.092.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.000.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0039 SDN 02 Taman

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.754.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.616.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
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Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0040 SDN 03 Taman

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.230.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0041 SDN 01 Pandean

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.592.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.188.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0042 SDN 02 Pandean

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 84.456.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.700.000,00
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

16.000.000,00

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

56.724.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.331.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.469.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0043 SDN Banjarejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.462.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.258.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.358.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.442.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0044 SDN 01 Mojorejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.058.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16.052.000,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.365.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.635.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0045 SDN 02 Mojorejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.553.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.778.500,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 46.838.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.666.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.134.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0046 SDN 01 Manisrejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.460.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 38.200.000,00

Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
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Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0047 SDN 02 Manisrejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.270.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.660.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0048 SDN 03 Manisrejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.450.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00
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Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0049 SDN 04 Manisrejo

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.960.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0050 SDN 01 Demangan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.550.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.450.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0051 SDN 02 Demangan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.022.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.497.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0052 SDN 01 Josenan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.057.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.272.200,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0053 SDN 02 Josenan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 36.300.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.970.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.010.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
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Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0054 SDN 03 Josenan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.900.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.380.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0055 SDN Kejuron

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.630.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0056 SDN Kuncen

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.481.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.313.900,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 425.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0057 SMPN 1

Kegiatan

:1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.675.184,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.924.816,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0058 SMPN 2

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 841.360.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.350.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 57.740.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0059 SMPN 3

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 72.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 610.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0060 SMPN 4

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.790.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.250.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.800.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0061 SMPN 5

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 24.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.710.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.000.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0062 SMPN 6

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 60.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.710.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.500.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
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Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0063 SMPN 7

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 36.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.396.600,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.942.600,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 39.500.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.200.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0064 SMPN 8

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.060.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0065 SMPN 9

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.160.000,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

18.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.400.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0066 SMPN 10

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.873.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.950.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 64.537.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.600.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0067 SMPN 11

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.890.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0068 SMPN 12

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 24.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.730.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.500.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 63.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.914.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.086.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0069 SMPN 13
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 789.120.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 28.560.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

264.000.000,00

Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0070 SMPN 14

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 36.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.100.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.600.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.950.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
Organisasi :1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0071 TK Pembina

Kegiatan

:1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan PAUD yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 90.420.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.100.000,00

Bidang Urusan

:1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Hasil

: Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai

Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.326.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.497.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.413.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.768.032,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman

di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

yang disediakan

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:23:16

Halaman 37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.730.692.102,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,

Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.912.700,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.516.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.048.300,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.837.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Keluaran

: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.713.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

30.698.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.242.300,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.468.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.003.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.629.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.331.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 818.715.200,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:23:16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Halaman 39



Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.392.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.843.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.299.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.675.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.252.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.124.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

26.925.600,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.527.786.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.764.874.555,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium

Rujukan/Nasional

Indikator Keluaran

: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.686.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.858.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.123.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 1.038.713.017,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-05 07:23:16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Halaman 41



5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu

Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.017.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.815.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Indikator Keluaran

: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.079.300,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.161.600,00
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Program

:1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar

Kegiatan

:1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.282.000,00

Kegiatan :1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.242.000,00
Program :1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil

: Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan
(TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar

Kegiatan

:1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Indikator Keluaran

: Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.761.000,00

Kegiatan :1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat
Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.066.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Daerah Kabupaten/Kota

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.444.600,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Indikator Keluaran

: Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) Tingkat Daerah Kota

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.563.487.800,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.126.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

104.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.820.900,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 62.233.181.006,00
Kegiatan :1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.017.922.089,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.400.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.697.450,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 272.271.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 17.630.364.550,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.863.689.999,15
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.696.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.876.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.421.100,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
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Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.715.994.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.617.396.094,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.600.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 753.977.416,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.876.636.789,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.057.937.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.642.258.406,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0002 Puskesmas Manguharjo

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.566.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.350.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0003 Puskesmas Ngegong

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.976.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.445.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.594.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.000.000,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0004 Puskesmas Sukosari

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.260.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.893.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.622.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0005 Puskesmas Tawangrejo

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.004.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

605.825.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.646.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.700.000,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0006 Puskesmas Banjarejo

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.229.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.904.056.300,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.943.700,00
Organisasi :1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:1.02.2.14.0.00.03.0007 Puskesmas Demangan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.954.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.747.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.642.520.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.480.000,00

Bidang Urusan

: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi

:1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit Organisasi

:1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program

:1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Hasil

: Persentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan

Kegiatan

:1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kawasan bebas banjir/genangan

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir

Indikator Keluaran

: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.110.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir

Indikator Keluaran

: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 886.260.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai

Indikator Keluaran

: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.220.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.042.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0098 Peningkatan Stasiun Pompa Banijir

Indikator Keluaran

: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Program

:1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang
Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang

Kegiatan

:1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah rumah tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum

Sub Kegiatan

:1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan

Perpipaan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.649.300,00
Program :1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Hasil

: Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT

Kegiatan

:1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan domestik

Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.807.700,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.317.492.300,00
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Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.825.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 300.000.000,00
Program 1 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Hasil

: Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan
Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan

Kegiatan

:1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kawasan bebas banjir/genangan

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Indikator Keluaran

: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.170.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.710.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.720.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.970.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.910.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.792.890.200,00
Program 1 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Indikator Hasil

: Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan

Kegiatan

:1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase penanganan sampah di wilayah kota

Sub Kegiatan

:1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Program

: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Indikator Hasil

: Persentase bangunan gedung yang terbangun

Kegiatan

:1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Keluaran

: Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa

Berkala

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.127.194,00
5.1.05 Belanja Hibah 10.712.023.436,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.490.919.534,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
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